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Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh
karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, in casu Pasal
99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap
UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon yang berprofesi sebagai jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai
penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berlakunya Pasal 99 UU SPPA
berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni hak konstitusional untuk bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adik serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Pokok permasalahan konstitusional para Pemohon adalah apakah Pasal 99 UU SPPA
bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa dalam
persepektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada hakikatnya tidaklah
memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, terutama ketika sedang menjalankan
fungsi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan penyidik, sehingga pada saat pejabat-
pejabat khusus tersebut dalam hal ini penuntut umum dan penyidik sedang dalam menjalankan
fungsi-fungsi yudisial tidaklah secara serta merta diberi perlindungan atas dasar prinsip
independensi sebagaimana prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman. Sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umumlah yang memang
seharusnya melaksanakan penetapan hakim termasuk di dalamnya melaksanakan
keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam
perkar a quo adalah tindakan penahanan terhadap anak.

Pada hakikatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan
sengaja melaksankan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan untuk
mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga kecermatan dan
kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak benar-benar di
kedepankan.

Bahwa UU yang dimohonkan para Pemohon merupakan satu kesatuan yang saling
berkorelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan norma undang-undang yang telah diputuskan
oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-
X/2012, bertanggal 28 Maret 2013, yang merupakan satu kesatuan dalam SPPA yang di
dalamnya mengandung adanya sifat khusus dari keseluruhan proses dalam penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana. Oleh karena itu tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila
memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan
yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa/penuntut umum,
dibedakan perlakuannya dengan hakim. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan yang
didasarkan pada keharusan adanya sinergitas seluruh komponen penegak hukum yang
tergabung dalam SPPA yang mempunyai sifat khusus, tetapi bukan berarti Mahkamah
membenarkan alasan independensi dalam pengertian yang universal sebagaimana dalil para
Pemohon.

Sekalipun Mahkamah telah menyatakan Pasal 99 UU SPPA inkonstitusional, hal itu
tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan
anak dari RUTAN melanggar batas waktu yang ditentukan, sebab hal demikian sama halnya
dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Dengan kata lain kesengajaan tidak
mengeluarkan tahanan anakanpada waktunya tidak menghilangkan hak setiap orang yang
dirugikan atas adanya tindakan yang disengaja oleh setiap pejabat termasuk di dalamnya
penegak hukum atas adanya perampasan kemerdekaan untuk dapat mempersoalkan secara



hukum tindakan tersebut berdasarkan Pasal 333 ayat (1) KUHP.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo; (ii) Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo; (iii) Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Mahkamah mengabulkan permohoan para Pemohon.



